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ABSTRAK 

Muhammad Wildan Affifi. Tinjauan Yuridis Terhadap Ultra Petitum Partium dalam 

Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Analisis Putusan Nomor 4620/Pdt.G/2020/PA.Grt). 

Pembatalan perkawinan mempuyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan namun yang menjadi masalah disini bukan 

tentang Pembatalan Perkawinan melainkan adanya putusan berlebih (Ultra Petita), Ultra 

Petitum Partium atau bisa disebut juga dengan Ultra Petita adalah putusan yang melebihi dari 

apa yang ada dalam petita atau permohonan dalam perkara perdata hakim dilarang untuk 

memberikan putusan yang berlebihan dari apa yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam 

pasal 178 HIR ayat (3) “Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak 

dituntut,atau memberikan lebih daripada yang dituntut”. dan 189 Rbg. Namun pada putusan 

Nomor 4602/Pdt.G/2020/PA.Grt majelis hakim menjatuhkan putusan yang berlebih yang 

mana dalam peromohonan tidak diminta, yaitu hakim memberikan putusan tentang asal usul 

anak, yang mana dalam pokok perkaranya hanya meminta pembatalan perkawinan. 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan lebih dari yang dituntut dalam putusan No 4620/Pdt.G/2020/PA.Grt tentang 

pembatalan perkawinan; 2) Untuk mengetahui apa dasar hukum hakim dalam mengabulkan 

lebih dari yang dituntut dalam Putusan Nomor  4620/Pdt.G/2020/PA.Grt; 3) Untuk 

mengetahui tinjauan hukum formil dan materil terhadap pengabulan melebihi yang dituntut 

dalam putusan No 4620/Pdt.G/2020/PA.Grt tentang pembatalan perkawinan. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu mengunakan teori Ijtihad Hakim yaitu: 

Hak ex officio, hak ex officio adalah hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu 

perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang 

Hakim dalam memutuskan perkara dan Teori Marsalah Mursalah . 

Penelitian ini menggunakan metode Content Analysis dengan pendekatan yudiris 

normatif. Sumber data primer yang digunakan, yaitu Putusan Nomor 

4620/Pdt.G/2020/PA.Grt. Adapun sumber data sekunder yaitu : buku kajian hukum, jurnal 

hukum, ataupun artikel yang selaras dengan pembahasan untuk Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu: Dokumentasi, Studi Pustaka. 

Hasil penelitian, yaitu 1) Dasar pertimbangan hukum hakim memberikan putusan yang 

berlebih adalah pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehinga hakim 

memeberikan putusan asal usul anak demi menjaga kemaslahatan anak tersebut”. 2) landasan 

hakim dalam memberikan putusan berlebih adalah hak ex officio  bahwa hakim berwenang 

menetapkan lebih dari yang dituntut selama masih erat kaitannya dengan perkara pokok. 3) 

Tinjuan hukum materil dan formil dalam putusan 4620/Pdt.G/2020/PA.Grt yaitu tinjauan 

hukum materil: Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua tetap 

memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya setalah dibatalkan 

perkawinan, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahawa pembatalan 

pernikahan tidak berlaku surut terhadap anak, ditinjau dari hukum formil karena tidak adanya 

landasan yang jelas dalam penggunaan hak ex officio dalam perkara pembatalan perkawinan 

ini maka putusan tersebut melanggar asas Ultra Petitum Partium Pasal 178 HIR ayat 3/ Pasal 

189 Rbg. 

Kata kunci : Ultra Petitum Partium, Pebatalan Perkawinan. 
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